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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3312 ) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusl Daerah 
(Lembaran Negara Republik .Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negaraa Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -w48); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang ·Nomor 28 Tahun 1999 tent.ang Penye1enggara Negara yang Bersih 
dan Bebas darf Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan t.embaran Negara republlk Indon~ia NOi'iiOr 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

a. bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
Anggaran 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan telah diaudit oleh 
eaaan Pemeii~ keuangan ( BPK ); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 
9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tent.ang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 . 

Menimbang 

BUPATI WONOSOBO, 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR .26 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOSOBO 
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8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389); 

9. Undang-Undang NOfnor 15 Tahun 2004 tent.ang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NonlOr 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang..Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang Perimbangan Keuangan Ant.ara 
Pemerint.ah Pusat dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan L..embaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerint.ah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
l.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akunt.ansl Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerint.ah NOfnor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia NonlOr 4574); 

18. Peraturan Pemerint.ah Nomor 55 Tahun 2005 tent.ang Dana Perlmbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan L..embaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi Keuangan 
Daerah (lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerint.ah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2006 tent.ang Pengelolaan Barang Mfllk 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4609); 

25. Peraturan Pemerint.ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Inst.ans! Pemerintah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
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346.111.651.320,00 
11.5'40.629.2'40,00 

Rp 
Rp 

2. Belanja : 
a. Belanja TIClak L.angsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 

L.aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009, terdiri atas: 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 46.324.943.517,00 
b. Pendapatan Transfer Rp 614.528.891.396,00 
c. Lain - lain Pendapatan Yang Sah Rp 11.687 .200.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 672.541.034.913,00 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2009. 

MEMUTUSKAN : 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4614); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketlga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Plmpinan dan Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4659); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; 

29. Peraturan Menter! Oalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Gantu Rugl Keuangan dan Materiil Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negerl 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknls 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 
Nomor 2); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Keclua atas Peraturan Oaerah Kabupaten Wonosobo NOOlOr 17 Tahun 2003 tentang 
Dana cadangan Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2007 Nomor ); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 { Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2009 Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 8); 

Menetapkan 
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BERITA DAERAH l<ABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 

EKO 

.,. Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal 29 M.i 2010 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN WONOSOBO 

... ~-( 
.... --· 

Ditetapkan di W o n o s o b o 
pada tanggal 28 Ni 2010 . ··'-"'-'\. 

-, '" <:: 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Serita Oaercih 
Kabupaten Wonosobo. - ' 

L 
. --~ 

...... Pasal4 
Peraturan Bupati ini mulal bertaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal3 
Ringkasan L..aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 
Penjabaran L..aporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lamplran II dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan darl Peraturan ini. · 

Pasal 2 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan Rp 67.630.ns.888,00 · 
b. Pengeluaran Rp 11.364.441.772,0D 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 56.266.284.116,00 
~~~--,,---,,----,---.,-- 

Si sa tebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 36.447.509.994,00 

~j 9 ... 3) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.9S6.232.089,00 ,,• 

4} Betanja Bantuan Keuangan Rp 49.927 .671.680,00 
_ .. 5) Belanja Tidak Terduga RP. 779.207.000,00 

Rp. 411.315.391.329,00 
b. Belanja L..angsung 

1) Belanja Pegawai Rp 7.032.684.250,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 78.031.349.725,00 
3) Belanja Modal Rp 195.980.383.731,00 

Rp. 281.044.417.706,00 
lumlah Belanja Rp. 692.359.809.035,00 

Defisit Rp. (19.818.774.122,00) 


